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g X RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH, RANPERDA TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM, RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, RANPERDA

TENTANG PERIZINAN TERTENTU, RANPERDA TENTANG TATA CARA

 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, RANPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN' ! |

PENYELENGGARAAN KETENEGA rmw DAN ‘RANPERI
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG umm
DPRD KABUPATEN PADANG MWAS

.  Membaca : - surat Bupati Padang Lawas Nomm' 176} 3469/ 2017 tanggal 24
' . jull 2617 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Tahun 2017,

Menimbang : a bahwa pada an‘gga 2 Januari 2019 ’miha'l ReviSa ke' n
tentang Rapat ‘Paripurna Penetapan dan Pengesahan 3?

Ranperda Kabupaten Padang Lawas dan Ranperda
lnislaﬁf' |

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf “a“di atas perlu untuk - menetapkan Peraturan
Daerah dalam suatu Keputusan Persetujuan - D
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Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2014_.Teﬁt_ang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor ,244, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia

v ﬂndang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang, Partal Politik

 Negara Republik Indonesia Taltun 2008 Nomor 2,

) Tambaha.n Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 480);

Undang undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenmkan
Peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lmharan Negara :

Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang - wundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang'

- Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

10.

11,

‘Tentang Pedoman Pe

Indonesia tahun 2011 Nemer 101, Tambahan Lembaran-' g
Negara Republik indonesia Nomor 5246), : o

N Kolusi dan Nepot:s-me (Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

esia Nomor 42873;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan lepinan dan Anggota—
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dalarn ‘Negeri Nomor
59 Tahun 2006 Tentang Pedt olaan Keuamgan
Daerah; ' L

Peraturan Menteri Dalam Neg Nomior 37 _'rghan*zms

Belanja Daerah Ta}um: igga
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I{abupaten Padang Lawas.

13 Peranu'an';‘r Bewan ‘Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten
‘Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib

Menetapkan N

PERTAMA . HASIL PEMBAHASAN BADAN  PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN PADANG
LAWAS DAN TIM EKSEKUTIF KABUPATEN PADANG
LAWAS MENGENAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS TENTANG 11 RANPERDA

@ KEDUA . MENYETUJUI 11 RANPERDA UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG- )

LAWAS. |
KEPUTUSAN - INI MULAT BERLARU SEJAK TAN

KETIGA

PERBAIKAN SEBAGAIMANAMESTINYA.

KEEMPAT : DAFPAR HADIR TERLAMPIR MERUPAKAN BAG!AN YANG
TIDAK TERPISAHKAN DALAM KEPUTUSAN INI

o S Ditetapkand! : . Sibuhuan
’6 : Pada tanggal 03 Januart 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAM
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